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Penelitian disertasi ini mengkaji bagaimanakah potensi muatan lokal budaya Aceh yang begitu kental di lembaga pendidikan dapat ditransformasikan menjadi suatu mata pelajaran muatan lokal dan budaya sekolah  dalam rangka menjawab tantangan perkembangan zaman dan seringnya terjadi pergantian kurikulum di lembaga pendidikan khususnya pendidikan menengah di provinsi Aceh. Dalam mengkaji permasaalahan ini penulis menggunakan metode kualitatif yang terfokus pada dua kabupaten/ kota di provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dua kabupaten/ kota tersebut dipilih berdasarkan hasil keputusan tim penguji seminar proposal  disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2020, karena mengingat kondisi Aceh saat ini sedang dilanda wabah penyakit Corona Virus (Covid-19) sehingga tidak memungkinkan dilakukan penelitian di Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini dikarenakan semua lembaga Pendidikan Menengah Atas (SMA) yang dijadikan sampel penelitian ini, proses belajar mengajarnya tidak aktif dan lembaga pendidikannya (sekolah) ditutup sehingga Proses Belajar Mengajarnya disesuaikan berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional Berdasarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020  tentang pencegahan Covid-19  Pada Satuan Pendidikan. Secara lebih mendetail penelitian ini  merupakan penelitian yang bersifat trianggulasi melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi . Disajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan melalaui instrument sesuai dengan tujuan Penelitian yaitu; (1) mengkaji eksistensi dan perkembangan muatan lokal (budaya Aceh) di lembaga pendidikan di Aceh, (2) mengetahui pengaruh dan kontribusi muatan lokal (budaya Aceh) terhadap pembentukan dan pengembangan kurikulum pendidikan di Aceh, (3) menelaah kendala dan tantangan serta peluang pengembangan muatan lokal dan pengembangan kurikulum pendidikan di Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga instrument yaitu, lembar wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data disesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan demikian terdapat perbedaan penggunaan instrumen antara sekolah dengan lembaga atau isntitusi sumber data pendukung lainnya. Di SMA digunakan tiga instrument, sedangkan di lembaga lainnya digunakan dua instrument, yaitu lembar wawancara dan dokumentasi. Data eksistensi dan perkembangan muatan lokal (budaya Aceh) di lembaga pendidikan diperoleh dari 6 Unit Satuan Pendidikan Menengah atau SMA, terdiri atas : Tiga unit sekolah Unggul berasrama (boarding School) meliputi : SMA Negeri Modal Bangsa Provinsi Aceh, SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasyimy Aceh Besar dan SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Penelitian juga di lakukan di tiga unit SMA tidak berasrama (Non Boarding Schooll) yang mewakili tiga kondisi wilayah geografis di provinsi Aceh, yaitu: satu unit SMA Negeri di perkotaan (SMA N 3 Banda Aceh), satu unit SMA Negeri di wilayah pesisir laut (SMA N 1 Mesjid Raya Aceh Besar) dan Satu unit SMA Negeri di wilayah terpencil/ pedalaman (SMA N 2 Seulimeum Aceh Besar) yang terletak di Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Data penelitian juga didapatkan dari 6 lembaga eksternal yang concern dengan pendidikan, meliputi : Koordinator Pengawas SMA Provinsi Aceh (Koorwas SMA Provinsi Aceh), Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Majelis Pendidikan Aceh (MPD Aceh), Majelis Adat Aceh (MAA) , Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP) Provinsi Aceh,  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) khususnya Komisi VI bidang pendidikan dan Keistimewaan Aceh. Ditemukan terdapat sejumlah muatan lokal budaya Aceh yang ada dilembaga pendidikan yang terintegrasi dengan budaya sekolah seperti ; budaya berdo’a, budaya belajar, menghormati dan memuliakan guru, infaq dan sedeqah di lingkungan lembaga pendidikan, budaya bersih, gotong royong, memperingati Hari-Hari Besar Islam, program Diniyah malam hari bagi sekolah-sekolah berasrama, Program Kewira Usahaan (Life Skill). Hal tersebut telah menampakkan adanya transformasi muatan lokal budaya Aceh yang dipraktekkan di semua lembaga pendidikan menengah di provinsi Aceh dalam rangka menggalakkan syiar Islam. Perubahan ini pada intinya menggerakkan nilai-nilai Islam yang sarat dengan muatan lokal keacehan dalam lingkup lembaga pendidikan yang spesifik di provinsi Aceh. Melalui penerapan muatan lokal tersebut telah memberi nuansa yang positif terhadap perkembangan muatan lokal ke acehan dan telah membentuk karakter peserta didik kearah masa depan mereka dengan memiliki life skill setelah tamat dari lembaga pendidikan menengah. Pemerintah Daerah, dalam kajian ini pemerintah Provinsi Aceh (Gubernur) wajib memiliki komitmen yang kuat dalam melahirkan sebuah regulasi sebagai acuan penerapan muatan lokal di provinsi Aceh, sehingga dengan adanya komitmen pemerintah dan regulasi tersebut mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan muatan lokal yang terintegrasi dengan kurikulum sebagai amanah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah  Atas / Madrasah Aliyah, dalam Tabel 2 tentang mata pelajaran Pendidikan Menengah di bagi dalam Kelompok A (Wajib), Kelompok B (Wajib) dan Kelompok C (Peminatan). Permendikbud tersebut menjelaskan bahwa “Mata pelajaran Kelompok B adalah Kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh Pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, dan juga amanah dalam mewujudkan keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan. Undang- Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) , poin 2 disebutkan “Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan Keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi (a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, (b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, (c) penyelenggaraan pendidikan  yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.
